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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana penerapan prinsip
syariah pada asuransi syariah dan bagaimana
hubungan hukum dan akibat hukum pada
asuransi  syariah. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normative,
disimpulkan: 1. Perasuransian syariah
merupakan bagian dari perasuransian pada
umumnya yang menggunakan prinsip syariah,
yakni prinsip yang dirumuskan dari Hukum
Islam, khususnya Hukum Ekonomi Syariah, yang
untuk pertama kalinya diatur secara tegas
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian sekaligus menjadi dasar
hukum bagi penyelenggaraan perasuransian
syariah di Indonesia.Perasuransian syariah
menggunakan metode dan konsepsi berbeda
dari perasuransian konvensional, antara lainnya
karena dilandasi oleh sikap tolong menolong
dan melindungi sehingga dalam
pelaksanaannya peserta atau pemegang polis
asuransi bekerjasama dengan perusahaan
asuransi syariah dalam menyediakan dan
mengelola dana (investasi dana) yang tidak
ditemukan dalam konsepsi perasuransian
konvensional. 2. Penyelesaian sengketa dalam
hubungan hukum perjanjian asuransi pada
perasuransian  syariah, dapat ditempuh
penyelesaian melalui pengadilan (litigasi), atau
penyelesaian di luar pengadilan baik melalui
arbitrase maupun alternatif penyelesaian
sengketa seperti mediasi yang juga ditentukan
pengaturannya oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) yang memiliki kewenangan pengaturan
dan pengawasan terhadap semua kegiatan di
sektor jasa keuangan, khususnya kegiatan
sektor perasuransian syariah di Indonesia.

Kata kunci: Penerapan prinsip, Syariah,
Perasuransian
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A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, juga memberikan rumusannya
pada Pasal 1 angka 16, bahwa “Perusahaan
Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi
umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa
syariah.”?

Asuransi dalam perkembangannya lebih
dahulu berkembang perasuransian
konvensional kemudian menyusul
perasuransian syariah. Gemala Dewi
menjelaskan bahwa:

“Di antara asuransi konvensional maupun

asuransi syariah mempunyai persamaan

yaitu asuransi hanya berfungsi sebagai
fasilitator hubungan struktural antara
peserta pemegang premi (penanggung)
dengan peserta penerima pembayaran klaim

(tertanggung). Secara umum asuransi Islam

atau sering diistilahkan dengan takaful,

dapat digambarkan sebagai asuransi yang
prinsip operasionalnya didasarkan pada
syariah Islam dengan mengacu kepada Al-

Qur’an dan As-Sunnah.”*

Asuransi syariah sebagai kegiatan
perasuransian  berdasarkan pada prinsip
syariah, tentunya perihal prinsip syariah ini
menjadi landasan hukum utamanya vyang
kemudian tercakup ke dalam pengaturan
menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014.
Pengaturan asuransi syariah dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014 memberikan
pilihan, baik bagi perusahaan perasuransian
maupun bagi masyarakat untuk memilih jenis
asuransi konvensional atau jenis asuransi
syariah.

Asuransi syariah sebagai bagian dari
ekonomi syariah telah lebih dahulu diatur
dalam peraturan perundang-undangan
dibandingkan dengan pengaturannya dalam
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian. Substansi pengaturan asuransi
syariah menurut Undang-Undang No. 50 Tahun
2014 berkenaan dengan penyelesaian sengketa
perasuransian syariah yang menurut Pasal 54

3 Lihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

(Pasal 1 angka 16).

* Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan
dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana, Cetakan
ke-3, Jakarta, 2006, him. 136.
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ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014,
dinyatakan bahwa:

“Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi
syariah, perusahaan reasuransi, dan
perusahaan reasuransi syariah  wajib
menjadi sengketa lembaga mediasi yang
berfungsi melakukan penyelesaian sengketa
antara perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perumusan reasuransi, dan
perusahaan  reasuransi  syariah  dan
pemegang polis, tertanggung, peserta, atau
pihak lain yang berhak memperoleh manfaat
asuransi.”’

Uraian tersebut telah menemukan konsepsi
yang diinginkan oleh pembentuk peraturan
perundang-undangan, bahwa asuransi syariah
berada dalam kompetensi peradilan agama
dalam menyelesaikan perkara atau
persengketaannya, namun upaya penyelesaian
sengketa lebih mendahulukan upaya
penyelesaian sengketa secara mediasi.

Penerapan prinsip syariah dalam asuransi
syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam
dalam aspek ekonomi syariah termasuk
asuransi syariah. Konsep asuransi syariah
menggunakan berbagi risiko (risk sharing) yang
berbeda dari konsepsi asuransi konvensional.
Penerapan prinsip syariah dalam asuransi
syariah inilah yang ditempatkan pada bagian
pertama pembahasan, kemudian tentang
hubungan hukum dan akibat hukum dalam
asuransi syariah.

»®

. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada
asuransi syariah?

2. Bagaimana hubungan hukum dan akibat

hukum pada asuransi syariah?

0

. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum
normatif atau biasa disebut penelitian yuridis
normative.

PEMBAHASAN
A. Penerapan Prinsip Syariah pada Asuransi
Syariah
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, mengatur dan menentukan dua

> Lihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
(Pasal 54 ayat (1)).

sistem perasuransian, yakni sistem
perasuransian secara konvensional dan sistem
perasuransian secara asuransi syariah. Kedua
sistem perasuransian tersebut untuk pertama
kalinya diperkenalkan dan diatur secara
bersamaan dalam Undang-Undang No. 40
Tahun 2014, sedangkan pengaturan
sebelumnya berdasarkan KUHD dan Undang-
Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, belum menampung sistem
perasuransian syariah.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang No.
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
menjelaskan antara lain dengan penetapan
ketentuan baru maupun penyempurnaan
ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut
diwujudkan antara lain dalam bentuk:

“l.Penetapan landasan hukum  bagi
penyelenggaraan usaha asuransi syariah
dan usaha reasuransi syariah;

2. Penetapan status badan hukum bagi
perusahaan asuransi berbentuk usaha
bersama yang telah ada pada saat
undang-undang ini diundangkan.

3. Penyempurnaan pengaturan mengenai
kepemilikan perusahaan perasuransian
yang mendukung kepentingan nasional;

4. Pemberian amanat lebih besar kepada
perusahaan asuransi dan perusahaan
asuransi  syariah untuk mengelola
kerjasama dengan pihak lain dalam
rangka pemasaran layanan jasa asuransi
dan asuransi syariah, termasuk
kerjasama keagenan; dan

5. Penyempurnaan ketentuan mengenai
kewajiban untuk menjaga tata kelola
perusahaan yang baik, kesehatan
keuangan, dan perilaku usaha vyang
sehat.”®

Ketentuan pada angka 1 Penjelasan Umum
atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2014,
perihal penetapan landasan hukum bagi
penyelenggaraan usaha asuransi syariah dan
usaha reasuransi syariah, menjadi dasar hukum
perasuransian syariah di Indonesia.

Dikaitkan dengan prinsip syariah sebagai
sejumlah prinsip Hukum Islam, menurut
penulis, sebenarnya dapat dikategorikan

® Lihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
(Penjelasan Umum).
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“Maisir’ dan dapat dibandingkan dengan
Prinsip Syariah pada Perbankan Syariah
menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, vyang pada
Penjelasan Pasal 2 menjelaskan bahwa,
kegiatan usaha yang berazaskan Prinsip Syariah,
antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak
mengandung unsur maisir, yaitu transaksi yang
digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak
pasti dan bersifat untung-untungan.’

Prinsip syariah pada asuransi syariah
dirumuskan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Umum Indonesia (DSN-MUI)
dalam beberapa fatwa berkaitan dengan
asuransi syariah, misalnya Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.
51/DSN-MUI/INI/2006 tentang Mudharabah
Musytarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang
Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah, Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang
Mudharabah Musytarakah pada Asuransi
Syariah, Prinsip Syariah dirumuskan
berdasarkan Al-Qur'an yang tercantum dalam
Konsiderans Mengingat pada Fatwa tersebut,
berdasarkan Firman Allah SWT, antara lain:

1) QS. An-Nisaa (4):9, terjemannya: “Dan
hendaklah takut kepada Allah orang-orang
yang seandainya meninggalkan di belakang
mereka anak-anak yang lemah, mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan pekerjaan yang benar.”

2) QS Al-Nasyr (59):18, terjemahannya: “Hai
orang yang beriman! Bertakwalah kepada
Allah  dan  hendaklah  setiap  diri
memperhatikannya apa yang telah dibuat
untuk hari esok (masa depan). Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

3) QS. Shad (38):24, terjemahannya: “.....dan
sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang bersyarikat itu sebagian dari
mereka berbuat zalim kepada sebagian lain,
kecuali orang vyang beriman dan

7 Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
(Penjelasan Pasal 2 sub b).
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mengerjakan amal saleh, dan amat
sedikitlah mereka itu,......”

4) QS. Al-Maidah (5):1, terjemahannya “Hai
orang yang beriman! Tunaikan akad-akad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,
kecuali yang akan dibacakan kepadamu
(yang demikian itu) dengan tidak berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

5) QS An-Nisaa (4):29, terjemahannya: “Hai
orang yang beriman! Janganlah kalian
memakan (mengambil) harta orang lain
secara  batil, kecuali jika  berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela
diantara kalian. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.”

6) QS An-Nisaa (4):58, terjemahannya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanah kepada yang
berhak menerimanya dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

7) QS Al-Maidah (5):2, terjemahannya: “Dan
tolong menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya.”®
Fatwa DSN-MUI tersebut berkaitan dengan

Mudharabah Muyitarakah yang menetapkan

produk asuransi syariah yang mengandung

unsur tabungan dan non-tabungan, dengan
melibatkan perusahaan asuransi menyertakan
modal atau dana investasi bersama dana
peserta. Konsep ini pada penerapannya
berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun

2014 tentang Perasuransian, ditemukan dalam

pengertian Asuransi Syariah (Pasal 2 sub b)

pada frasa “dengan manfaat yang besarnya

telah ditetapkan dan/atau berdasarkan pada
hasil pengelolaan dana.”

8 Lihat Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/I1I/2006 tentang
Mudharabah  Musytarakah pada Asuransi  Syariah
(Konsiderans “Mengingat”).
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Konsep menurut Fatwa DSN-MUI tersebut
berkaitan dengan istilah kontribusi dalam
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, yang pada
Pasal 1 angka 30, dirumuskan bahwa,
“Kontribusi adalah sejumlah uang vyang
ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah
atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan
disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan
berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah untuk
memperoleh manfaat dari Dana Tabarru’
dan/atau dana investasi peserta dan untuk
membayar biaya pengelolaan atau sejumlah
uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
mendasari program asuransi wajib untuk
memperoleh manfaat.”’

B. Hubungan Hukum dan Akibat Hukum pada
Asuransi Syariah

Kegiatan  usaha  perasuransian  pada
umumnya dan perasuransian syariah pada
khususnya, senantiasa tidak terlepas dari
adanya suatu hubungan hukum berupa
perjanjian atau kontrak, yang dinamakan
dengan perjanjian asuransi, dan dikualifikasikan
sebagai perjanjian khusus.°

Hubungan hukum perjanjian asuransi
terjalin antara tertanggung dengan penanggung
sebagai subjek-subjek perjanjian asuransi, yang
di dalamnya berisikan kesepakatan bersama
pada pokoknya, meliputi:

a. Benda yang menjadi objek asuransi;
Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
Evenemen dan ganti kerugian;
Syarat-syarat khusus asuransi;

Dibuat secara tertulis yang disebut
polis.*!

m oo o

Berdasarkan pengertian asuransi pada Pasal
1 angka 1 serta pengertian asuransi syariah
pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40
Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang
masing-masing pada frasa “Asuransi adalah
perjanjian”, dan frasa “Asuransi syariah adalah
kumpulan perjanjian”, maka hubungan hukum
penyelenggaraan perasuransian merupakan
hukum perjanjian.

° Lihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

(Pasal 1 angka 30).
10 Abdulkadir Muhammad, Op Cit, him. 49.
11 .

Loc Cit.

Pembahasan ini yang lebih menitikberatkan
pada penerapan prinsip syariah pada
perasuransian, dengan demikian menggunakan
ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah yang menggunakan terminologi akad
yang berarti pula sebagai perjanjian atau
kontrak. Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, menentukan bahwa “Akad dilakukan
berdasarkan asas:"

a. lkhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan
atas kehendak para pihak, terhindar dari
keterpaksaan karena tekanan salah satu
pihak atau pihak lain.

b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib
dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan oleh yang
bersangkutan dan pada saat yang sama
terhindar dari cedera-janiji.

c. lkhtiyati/kehati-hatian; setiap akad
dilakukan dengan pertimbangan vyang
matang dan dilaksanakan secara tepat dan
cermat.

d. Lazuzm/tidak berubah; setiap akad
dilakukan dengan tujuan yang jelas dan
perhitungan yang cermat, sehingga
terhindar dari praktek spekulatif atau
maisir.

e. Saling menguntungkan; setiap akad
dilakukan untuk memenuhi kepentingan
para pihak sehingga tercegah dari praktik
manipulatif dan merugikan salah satu
pihak.

f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam
setiap akad memiliki kedudukan vyang
setara, dan mempunyai hak dan kewajiban
yang seimbang.

g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan
pertanggungjawaban para pihak secara
terbuka.

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai
dengan kemampuan para pihak, sehingga
tidak menjadi beban yang berlebihan bagi
yang bersangkutan.

i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan
dengan cara saling memberi kemudahan
kepada masing-masing pihak untuk dapat
melaksanakannya sesuai dengan
kesepakatan.

2 lihat PERMA No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 21).
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j. Itikad baik; akan dilakukan dalam rangka
menegakkan kemaslahatan, tidak
mengandung unsur jebakan dan perbuatan
buruk lainnya.

k. Sebab yang halal; tidak bertentangan
dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum
dan tidak haram.

Intisari beberapa asas pada akad syariah
tersebut tidak jauh berbeda dengan asas-asas
perjanjian, sebagaimana tercantum dalam
KUHPerdata, yang menurut Munir Fuady,
terdiri atas asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak;

2. Asas hukum perjanjian sebagai hukum

yang bersifat mengatur;

3. Asas facta sunt servanda;

Asas konsensual dari suatu perjanjian;

5. Asas obligatoir dari suatu perjanjian;

6. Asas keterikatan kepada perjanjian
yang sama dengan keterikatan
kepada undang-undang.”

E

Hubungan hukum vyang terjalin di antara
para pihak dalam perjanjian atau akad
menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat
hukum sebagai akibat yang timbul dari suatu
perbuatan atau peristiwa hukum di dalam
pelaksanaan perjanjian menurut Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, ditentukan pada Pasal
28 ayat-ayatnya, bahwa:

(1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi
rukun dan syarat-syaratnya.

(2) Akad vyang fasad adalah akad vyang
terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya,
tetapi terdapat segi atau hal lain yang
merusak akad tersebut karena
pertimbangan maslahat.

(3) Akad yang batal adalah akad yang kurang
rukun dan/atau syarat-syaratnya.
Pemenuhan atau pelaksanaan akad atau

perjanjian penting sekali oleh karena tidak

dilaksanakannya akad atau perjanjian, berarti
timbul wanprestasi, artinya, tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam
perikatan atau perjanjian."* Munir Fuady
menjelaskan, bahwa dalam wanprestasi tidak
menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang
bersangkutan, untuk istilah wanprestasi ini
dalam Hukum Inggris disebut dengan istilah

3 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Op Cit, him. 181.
' Djaja S. Meliala, Op Cit, him. 99.
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“default’, atau “non-fulfillment”, atau “breach
of contract”.” Istilah tersebut pada dasarnya
dimaksudkan terhadap kegagalan membayar,
atau kegagalan memenuhi kewajiban baik
dalam membayar premi asuransi maupun
membayar klaim asuransi pada hukum
perasuransian.

Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,
menentukan pada Pasal 38 bahwa, “Pihak
dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat
dijatuhi sanksi:

a. Membayar ganti rugi;

Pembatalan akad;
Peralihan risiko;

Denda; dan/atau
Membayar biaya perkara.'®

®oo o

Hubungan hukum antara tertanggung
dengan penanggung dalam Hukum Asuransi
berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun
2014, merupakan hukum perjanjian dan
manakala timbul persengketaan antara
tertanggung dengan penanggung, upaya
penyelesaian sengketa yang dianjurkan serta
ditentukan dalam Undang-Undang No. 40
tahun 2014, ialah secara mediasi, sebagaimana
ditentukan pada Pasal 54 ayat-ayatnya, sebagai
berikut:

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah  wajib
menjadi anggota lembaga mediasi yang
berfungsi melakukan penyelesaian
sengketa antara perusahaan asuransi,
perusahaan asuransi syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah dan pemegang polis, tertanggung,
peserta, atau pihak lain yang berhak
memperoleh manfaat asuransi.

(2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat independen dan
imparsial.

(3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus mendapat persetujuan
tertulis dari otoritas jasa keuangan.

(4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan
mengikat bagi para pihak.

> Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Op Cit, him. 207.
'® Lihat PERMA No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 38).
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur
dalam peraturan otoritas jasa keuangan.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 54

tersebut, meskipun penyelesaian sengketa
ekonomi syariah dapat ditempuh melalui jalur
pengadilan (litigasi), tetapi ditentukan dan
dianjurkan penyelesaian sengketanya
berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa,
yakni secara mediasi. Munir Fuady menjelaskan
beberapa keunggulan mediasi sebagai berikut:

“1. Relatif lebih murah dibandingkan
dengan alternatif-alternatif yang lain.

2. Adanya kecenderungan dari pihak yang
bersengketa untuk menerima dan
adanya rasa memiliki putusan mediasi.

3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak
yang bersengketa untuk menegosiasi
sendiri sengketa-sengketanya di
kemudian hari.

4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah
masalah-masalah yang merupakan dasar
dari suatu sengketa.

5. Membuka kemungkinan adanya saling
percaya diantara pihak yang bersengketa
sehingga dapat dihindari rasa
bermusuhan dan dendam.”"’

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 40
Tahun 2014 yang mengatur dan mengarahkan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dengan cara mediasi tersebut dalam konteks
penyelesaian sengketa perasuransian syariah,
dengan demikian tidak menggunakan jalur
penyelesaian sengketa melalui peradilan agama
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 dan
penjelasannya dari Undang-Undang No. 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, melainkan menggunakan
penyelesaian berdasarkan kewenangan dari
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Terdapat perbedaan konsepsi penyelesaian
sengketa asuransi syariah yakni adanya
kelembagaan DSN-MUI bernama Basyarnas)
yang berintikan mekanisme penyelesaian
sengketa syariah secara arbitrase syariah
dibandingkan dengan ketentuan Pasal 54

Munir Fuady, Arbitrase, Alternatif Penyelesaian
Sengketa Bisnis, Op Cit, him. 50.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, mengingat dalam Pasal 54
tersebut tercakup pula persengketaan pada
Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa Syariah
serta Reasuransi Syariah dengan menggunakan
mekanisme mediasi.

Beberapa Fatwa DSN-MUI di bidang
perasuransi syariah, menentukan penyelesaian
sengketa melalui basyarnas, sebagaimana
tertera pada Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-
MUI/III/2006 tentang Mudharabah
Musytarakah pada Asuransi Syariah, pada
ketentuan keenam, huruf a menyatakan “Jika
salah  satu pihak  tidak  menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.”

Redaksi yang bermakna sama juga
tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada
Asuransi dan Reasuransi Syariah, yang pada
ketentuan ketujuh huruf a, ditentukan bahwa
“Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.”

Penyelesaian sengketa perasuransian
syariah menurut Pasal 54 Undang-Undang No.
40 Tahun 2014 ditentukan melalui mediasi, dan
pada Pasal 54 ayat (5) dinyatakan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan vyang
dimaksud ialah Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
yang pada Pasal 1 angka 1, merumuskan bahwa
“Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
yang dimaksud dengan pelaku usaha jasa
keuangan adalah bank umum, bank perkreditan
rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi,
bank ustodian, dana pensiun, perusahaan
asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga
pembiayaan, perusahaan gadai, dan
perusahaan penjaminan, baik yang
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melaksanakan kegiatan usahanya secara
konvensional maupun secara syariah.”*®

Penyelesaian sengketa perasuransian
syariah secara mediasi tersebut menempatkan
mekanisme mediasi sebagai pilihan vyang
dipandang tepat sekaligus menemukan adanya
tarik-tarikan kepentingan dalam kelembagaan
dan kewenangan menyelesaikan persengketaan
perasuransian syariah di antara basyarnas
dengan otoritas jasa keuangan, tetapi juga tidak
dapat disangkal bahwa kewenangan
pengaturan dan pengawasan oleh otoritas jasa
keuangan terhadap kegiatan perasuransian
pada umumnya, dan perasuransian syariah
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian, sangat kuat dan
menonjol.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Perasuransian syariah merupakan bagian
dari perasuransian pada umumnya yang
menggunakan prinsip syariah, yakni
prinsip yang dirumuskan dari Hukum
Islam, khususnya Hukum Ekonomi
Syariah, yang untuk pertama kalinya
diatur secara tegas dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian sekaligus menjadi dasar
hukum bagi penyelenggaraan
perasuransian syariah di Indonesia.
Perasuransian syariah menggunakan
metode dan konsepsi berbeda dari
perasuransian  konvensional, antara
lainnya karena dilandasi oleh sikap tolong
menolong dan melindungi sehingga
dalam pelaksanaannya peserta atau
pemegang polis asuransi bekerjasama
dengan perusahaan asuransi syariah
dalam menyediakan dan mengelola dana
(investasi dana) yang tidak ditemukan
dalam konsepsi perasuransian
konvensional.

2. Penyelesaian sengketa dalam hubungan
hukum  perjanjian  asuransi  pada
perasuransian syariah, dapat ditempuh
penyelesaian melalui pengadilan
(litigasi), atau penyelesaian di luar

' |ihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

1/P0OJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 1).
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pengadilan  baik melalui arbitrase
maupun alternatif penyelesaian sengketa
seperti mediasi yang juga ditentukan
pengaturannya oleh Otoritas Jasa
Keuangan (0JK) yang memiliki
kewenangan pengaturan dan
pengawasan terhadap semua kegiatan di
sektor jasa  keuangan, khususnya
kegiatan sektor perasuransian syariah di
Indonesia.

B. Saran

1. Berlakunya Undang-Undang No. 40
Tahun 2014 tentang Perasuransian,
sebagai peraturan perundangan baru dan
memiliki perbedaan mendasar dengan
Undang-Undang No. 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian,
membutuhkan  pemahaman  secara
mendalam bagi para pihak, baik pelaku
bisnis perasuransian, kalangan
akademisi, kalangan tokoh agama, serta
kalangan warga masyarakat, sehingga
dibutuhkan upaya sosialisasinya secara
terus menerus.

2. Dibutuhkan kesatuan pandangan dan
sikap manakala berhadapan dengan
sengketa perasuransian syariah, oleh
karena kewenangan basyarnas dan
kewenangan otoritas jasa keuangan
dalam penyelesaian sengketa serta
mekanismenya terjadi perbenturan.
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